BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat di
menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur adalah
sebagal berikut didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang
sedang berlaku, seperti Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. Pengadaan
barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur
yaitu melaui metode pengadaan langsung maupun lelang terbatas.
Pengadaan langsung dilakukan bagi pengadaan di bawah Rp,
200.000.000, selain itu juga pemerintah melakukan lelang dalam
pengadaan barang dan jasa. Sejak Tahun 2010, pemerintah Kabupaten
Kutai Timur dalan mengadakan lelang dilakukan dengan e-Procument.
Dengan menggunakan sistem baru ini, pemerintah telah melakukan
efektifitas dan efisiensi.

2. Pada kenyataannya, pengadaan barang oleh Pemerintah kabupaten Kutai
Timur mengalami sgjumlah kendala antara lain: Penyedia yang Kurang
Pengalaman dalam Pengadaan Barang melalui E-Procurement. Banyak

penyedia yang belum cakap dalam mengoperasikan sistem baru ini,
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akibatnya menjadi kendala tersendiri bagi pemerintah. Selain itu, jika
dilakukan dengan pengadaan langsung, ada permasalahan kecurangan baik
dari panitia maupun penyedia dan ketidakpuasan dari penyedia. Dari hasil
penelitian, misalnya terungkap bahwa kecurangan dari panitia dan
penyedia dalam ha keujuran pada saat berlangsungnya kegiatan
pengadaan di Kabupaten Kutai Timur.

3. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam
mengatas kendala dalam pengadaan barang dan jasa seperti disebutkan di
atas yaitu dengan mengadakan Pelatihan bagi Calon Penyedia Barang dan
jasa, menyediakan aplikasi lupa password dan evaluas yang ketat,
melakukan monitoring dan audit dalam pengadaan barang dan jasa dan
tindakan tegas yang dilakukan pemerintah untuk memasukkan penyedia

yang curang ke dalam daftar blacklist.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang ada dan dari hasil penelitian yang telah
dilakukan, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi
bahan pemikiran guna memberikan saran bagi permasalah yang dihadapi

yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa publik diperlukan suatu
pengawasan yang lebih intensif agar sistem dan mekanisme pengadaan
barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur dapat berjalan sesuai dengan
prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
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2. Adanya banyak kendala dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten
Kutai Timur maka perlu dilakukan sosidlisas yang berkaitan dengan
pengadaan tersebut oleh pemerintah setempat serta perlunya ditingkatkan
pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Kutai Timur.

3. Perlu dilakukan pelatihan secara khusus untuk penyedia yang tidak dapat
mengoperasikan komputer dan perlu perubahan untuk aplikasi yang lebih

sederhana dan mudah dimengerti.
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Matriks Perbedaan Antara Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010
dengan
Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003

- L KETENTUAN UMUM
r 1. Peraturan tentang Tata cara pengadaan Tata cara pengadaan diuraikan [ Tata Cara
Tatacara Pengadaan | terdapat pada Lampiran dalam 2 set dokumen, yaitu: merupakan bagian
yang merupakan bagiantak | 1. Lampiran: Tata Cara tak terpisahkan
terpisahkan dari Keppres Pengadaan Barang/Jasa dari Perpres;
| Pemerintah; dan SBD merupakan
2. Standar Dokumen Peraturan Kepala
Pengadaan (Standard LKPP
{ | Bidding Document/SBD).

i . P«ﬁrﬂﬁl&MOmMﬂmhmd&hnnddmmm&dmmdmmmSDPw
ULP/Pejabat Pengadaan dapat dengan mudah membuat dokumen pengadaan.

cﬂh akan Mn.d\.lﬂ--n A‘.h 1 VDD malins la-nh-l albie AN
AL GG | VG T AR VH BB NE F GRN Py BORD D IMCE SN N G B

3

y
2 Perencanaan | Pembagian tanggung jawab | Lingkup perencanaan:
Pengadaan dalam perencanaan 1. PA/KPA membual rencana
pengadaan antara PAJKPA umum dan pembiayaan
dan PPK belum diatur 2 PWPKWM‘:
dengan j . mem rencana
e (teknis) pengadaan;
3. ULP membuat rencana
pelaksanaan
(pelelangan/seleksi)
pengadaan.

* Perencanaan dibagi menjadi 3 yaitu:
| o Rencana umum pengadaan yang dibuat oleh PA/KPA
o Rencana teknis pengadaan termasuk spesifikasi, HPS, dan hal-hal yang bersifat teknis lainnya dibuat

= Pada saat penyusunan Naskah Pinjaman Hibah Luar Negeri (NPHLN) diharapkan sudah mencantumkan
ketentuan tentang kawajlban untuk mengikuti aturan pengadaan sebagaimana tercantum pada Perpres ini

oleh PPK

!} o Rencana polakunaan pemllmn ponyedm barmgﬂasa disusun oleh ULP

3. Pinjaman/ Hibah Jika bertentangan, maka * Pada prinsipnya mengikuti |
| Luar Negeri (PHLN) = mengikuti aturan pemberi ;’::Dﬂt :

injaman/hibah . terdapat perbedaan, |
' | B | maka dilakukan kesepakatan
‘ (utk menggunakan Perpres |
atau aturan pemberi
| pinjaman/hibah).

I

4. Jenis Pengadaan 1. Barang 1 . Barang
2. Jasa Pemborongan 2. Pekerjaan Konstruksi
3. Jasa Konsultansi 3. Jasa Konsultansi
4. Jasa Lainnya 4. Jasa Lainnya

* Perubahan nama Jasa Pemborongan menjadi Pekerjaan Konstruksi dilakukan agar sejalan dengan International
Best Practice
5. Media pengumuman | 1, Surat kabar lokal 1. Website K/AL/D/I Surat kabar dapat
pemilihan penyedia dan/atau 2. Papan pengumuman resmi digunakan jika

2. Surat kabar nasional untuk masyarakat diperiukan




* Dengan adanya aturan ini, seluruh K/L/D/I diwajibkan memiliki website untuk mengumumkan rencana
pengadaan yang terhubung dengan website pengadaan nasional.

6. Pelelangan /Seleksi Proses pengadaan dapat Proses pengadaan dapat
sebelum tahun dilakukan sebelum dokumen | dilakukan setelah rencana kerja
anggaran anggaran disahkan dan anggaran K/L/D/ disetujui

oleh DPR/DPRD

* Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tidak dijelaskan dengan tegas kapan pelelangan/seleksi boleh dilaksanakan.
Dalam Perpres 54/2010 ini diperjelas bahwa Pelelangarn/Seleksi hanya boleh dilaksanakan setelah Rencana
hmmmwmm.ammmmjuw indikatif sudah ada

Il. ORGANISASI PENGADAAN

7. | Organisasi

——er — e —

Organisasi belum 1_ PA/KPA;
Pengadaan dikelompokkan jelas 2. PPK;
3. ULP/Pejabat Pengadaan;
4. Panitia/Pejabal Penerima
| Hasil Pekerjaan

. PadaPorpmwzowmwdmkankanmnuUnuLwan Ponoldun(u.P)dlnmmbahm1
struktur baru yaitu Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPH

8. Perangkat Belum diatur 1. Kepala;
organisasi ULP 2. Sekretariat;
3. Staf pendukung;
4. Kelompok kerja .

* Dengan adanya organisasi khusus pengadaan, MMMWMWhM
Kelompok kerja juga dibagi berdasarkan jenis pengadaan sehingga lebih focus.

A.PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

9. Tugas dan Belum diatur dengan tegas 1. Mengumumkan Rencana
Kewenangan | Umum Pengadaan
2. Menetapkan Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan

* PAJKPA pada Perpres 54/2010 diwajibkan untuk mengumumkan rencana umum pengadaan pada awal tahun
anggaran yang bertujuan agar proses pengadaan lebih transparan karena penyedia barang/jasa sudah

10. | Penetapan Pengadaan Barang/Jasa 1. Paket pengadaan
pemenang /penyedia | diatas Rp. 50 miliar :
I oleh PA/KPA di KL/ Konstruksi/Jasa Lainnya
atau Kepala Daerah diatas Rp. 100 miliar
di Daerah 2. Paket pengadaan Jasa
Konsultansi di atas Rp. 10
miliar.
« Dengan menaikkan batas nilai pengadaan yang harus ditetapkan oleh PA/KPA, maka diharapkan proses lelang
jadi lebih mudah dan cepat
11. | Kuasa Pengguna Tidak diatur dengan jelas *  Dapat diangkat lebih dari 1
Anggaran (KPA) (satu) orang sesuai beban

pekerjaan/rentang kendali PA.
Diangkat oleh PA (untuk
tingkat Pusat)

Ditetapkan oleh Kepala
Daerah (untuk tingkat Daerah)




12. | Tugas dan fungsi

+ Jumiah KPA yang akan diangkat oleh PA dapat lebih dan 1 (satu) orang jika dianggap periu. KPA pada tingkat
pusat (K/L/) diangkat oleh PA, sedangkan KPA pada tingkat daerah diangkat oleh kepala daerah.

| B. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

« PPK tidak lagi menetapkan dokumen pengadaan tetapi hanya menetapkan bagian dari dokumen pengadaan
yaitu Spesifikasi Teknis, Rincian HPS, dan Rancangan Kontrak. Karena PPK tidak lagi menetapkan dokumen
m.mmmwwmmmm.mmdmmuw
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Kewenangan lain Belum diatur dengan jelas

* dapat mengusulkan |
perubahan paket dan jadwal |
pekerjaan kepada PA

« Pada Perpres 54/2010, PPK diberi kewenangan lain, yaitu mengusul perubahan paket dan jadwal serta
menetapkan tim pendukung dan aanwijzer yang akan membantu ULP dalam pelaksanaan pekerjaan

C. UNIT LAYANAN PENGADAAN/PEJABAT PENGADAAN

14.

|

| Pembentukan ULP ‘ Belum diatur

‘ Menteri/pimpinan Lembaga/Kepala -
Daerah/pimpinan Institusi.

*  Perpres 54/2010 mewajibkan pembentukan ULPMWMMWMWNMM
berbentuk struktural di seluruh K/L/D/I serta dibentuk berdasarkan keputusan Menter/Pimpinan Lembaga

/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

15.

| Fungsi uLp | Sama dengan panitia, utk
pengadaan Barang/jasa >
|50t

L Pengadaan

Ba
Konstruksi/Jasa Lainnya >

Konsultansi > Rp.50 jt

* Pengadaan barang/jasa konstruksi/jasa lainnya yang wajib dilaksanakan oleh ULP adalah pengadaan dengan
nilai di atas Rp. 100 Juta, sedangkan untuk jasa konsultansi bemilai di atas Rp. 50 Juta

16.

| Kelompok kerja ULP i Sama dengan panitia,
berjumlah gasal, min 3 (tiga)
orang sesuai besaran nilai

pekerjaan

*  Berjumlah gasal minimal 3
(tiga) orang

* Dapat ditambah sesuai
dengan kompleksitas

pekerjaan.
* Dapat dibantu aanwijzer




+ Jumiah ULP yang melaksanakan pengadaan/pemilihan berjumiah gasal minimal 3 orang yang ditentukan
berdasarkan kompleksitas pekerjaan, dan bukan lagi berdasarkan besaran nilai pekerjaan. Tim ini juga dapat

dibantu oleh tenaga ahli sebagai aanwijzer
17. | Pejabat Pengadaan | Unluk pengadaan * Pengadaan Barang/Pekerjaan
Barang/jasa < 50 jt mes
. FP!:I.\gadaanJmKonsullansi
SRp.50 jt
* Melaksanakan Pengadaan
| Langsung
18. | Tugas, wewenang * menyusun Dokumen * menetapkan Dok
dan tanggung jawab Pengadaan; Pengadaan;

* mengusulkan pemenang *+ menetapkan pemenang untuk
Pengadaan

Lo}

Barang/Pek.Konstruksi/
Jasa Lainnya 2 Rp.100 jt.

*  menjawab omlin

19. | Kewenangan lain Belum diatur dengan jelas Dapat mengusulkan kpd PPK:
| +  perubahan HPS:;
*  Perubahan spesifikasi.

« Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pejabat Pengadaan diperluas pada Perpres 54/2010 PBJ, yaitu tidak
hanya sekedar menyusun dokumen dan mengusulkan pemenang, melainkan juga menetapkan dokumen dan
Wmmumhhng.hd.ﬂmmungpmmgﬁunmmmmm

. Ap&hﬂanHPSdanSpulihsi. pejabat pengadaan juga dapat mengajukan usulan
perubahan HPS dan Spesifikasi sesuai kondisi pada saat pengadaan

D. PANITIA/PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN

| 20. | Ketentuan umum Belum diatur [ o Ditetapkan oleh PA/KPA

I - medw
* Dapat dibantu oleh timtenaga
ahli yg ditetapkan PA/JKPA

21. | Tugas dan fungsi Belum diatur * Memeriksa hasil pekerjaan
* Menerima hasil pekerjaan

*  Mebuat dan menandatangani
| i Berita Acara serah terima

. meammwmmm1o.9mwum.wrmmz;oam
belum diatur. Dengan adanya peraturan khusus untuk PPHP maka ada pertanggung jawaban terhadap hasil
pelaksanaan pengadaan secara lebih jelas dan detail.

T

E. PENYEDIA BARANG/JASA

22. | Persyaratan * KD untuk pengadaan * KD untuk pengadaan
Barang, Jasa Pekerjaan Konstruksi dan
Pemborongan dan Jasa Jasa Lainnya
Lainnya *  SKP untuk pengadaan
* SKP untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan
Jasa Pemborongan Jasa Lainnya

* Perpres 54/2010 menghapuskan persyaratan KD untuk Pengadaan Barang dan menambahkan persyaratan SKP
untuk Jasa Lainnya




23. | Kemampuan Dasar | * Untuk Jasa *  Untuk Pek. Konstruksi, KD =3
(KD) Pemborongan KD=2 NPt NPt
* Untuk Barang/Jasa *  Untuk Jasa LainnyaKD=5
Lainnya, KD= 5 NPt NPt
* Untuk Jasa Konsultansi * NPt utk 10 tahun terakhir
KD=3 NPt
* NPtutk 7 tahun terakhir

* Selain menghapus KD untuk Pengadaan Barang, Perpres 54/2010 juga menurunkan KD untuk Pekerjaan
Konstruksi menjadi 3 NPt dan jangka waktu yang dapat dihitung sebagai NPt ditambah menjadi 10 tahun

24. | Nilai KD minimum Tidak tegas batasan sama dengan nilai total HPS
minimum nilai KD

* Pada Keppres No. 80 Tahun 2003, nilai minimum KD tidak diatur namun dalam prakteknya panitia menggunakan
batasan nilai pagu anggaran. Ketentuan ini dipertegas pada Perpres 54/2010 dengan menentukan bahwa nilai
minimum KD adalah sama dengan nilai total HPS,

1. RENCANA UMUM PENGADAAN
25. | Ketentuan umum Belum diatur dengan jelas *  Disusun oleh PA
| *  Meliputi kegiatan dan
anggaran yg akan

o m&ohhm

o dlblayal dengan co- |
1 financing |

* Rencana umum pengadaan merupakan rencana yang disusun oleh PAJKPA sebelum tahun anggaran dimulai.
Rencana ini disusun berdasarkan kebutuhan K/L/D/I dan harus disetujui oleh DPR/DPRD, yang akhirnya akan
berbentuk DIPA/DPA

26. | Biaya pelaksanaan Belum diatur dengan jelas [ Honorarium personil [
pengadaan pada tahap mana biaya organisasi pengadaan
tersebut disiapkan | * Biaya pengumuman, termasuk
pengumuman ulang;
| *  Biaya penggandaan dokumen
pengadaan
| * Biaya lain utk pelaksanaan
- ~ pengadaan 43

* Dalam menyusun bhyn pelaksanaan pengadaan, harus diperhilungkan biaya untuk pengumuman ulang
seandainya lerjadi pelelangan/seleksi gagal. Juga harus diperhitungkan biaya untuk penggandaan Dokumen
Pengadaan, karena ULP dilarang dengan alasan apapun, memungut biaya apapun dari calon peserta
pelelangan/seleks!, termasuk biaya penggandaan Dokumen Pengadaan.

e——

27. | Pengumuman Belum diatur dengan jelas Diumumkan melalui website
Rencana Umum | K/UD/I dan Portal Pengadaan
Pongadaan Nasional (www.inaproc.lkpp. goid)

* Pengumuman rencana umum pengadaan pada awal luhun anggaran biasanya dilaksanalmn oleh setiap K/L/DA
melalui Koran nasional dan/atau Koran propinsi. Dengan aturan ini, maka pengumuman rencana umum
pengadaan dilakukan di Website dan akan diakumulasi oleh LKPP melalui Portal Pengadaan Nasional

IV. SWAKELOLA

:

28. | Pekerjaan yang Terdapat 8 pekerjaan yang | Ditambah 4 jenis pekerjaan baru
dapat di dapat diswakelolakan | *  Pekerjaan survey,
swakelolakan * Pekerjaan industri kreatif,

inovatif, budaya dan penelitian
laboratorium




Penelitian dan pengembangan
dalam negeri.

* Pengembangan industri
pertahanan, alutsista dan
almatsus dalam negeri

29. | Pelaksana a. Pejabat Pembuat a. K/L/DA Penanggung Jawab
Swakelola Komitmen; .
b. instansi pemerintah lain; | b. Instansi Pemerintah Lain
c. kelompok pelaksana Swakelola;
masyarakat/lembaga c. Kelompok Masyarakat
swadaya masyarakat Pelaksana Swakelola
penerima hibah.

* Selain memperiuas pekerjaan baru yang dapat dilaksanakan secara swakelola, Perpres 54/2010 ini juga
memberikan batasan yang jelas kepada pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat
khususnya untuk pekerjaan konstruksi. Swakelola yang boleh dikerjakan sendiri oleh Kelompok Masyarakat
hanyalah yang berupa rehabilitasi dan renovasi sederhana, sedangkan apabila berbentuk bangunan baru maka
tetap harus dilaksanakan oleh PA/KPA yang kemudian diserahkan kepada Kelompok Masyarakat

V. PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

A. METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA

30. | Pengadaan Barang/ | 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan
Jasa Lainnya 2. Pelelangan Terbatas a. Pelelangan Umum
3. Pemilihan Langsung b. Pelelangan Sederhana
4. Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Sayembara/Kontes
31. | Pengadaan 1. Pelelangan Umum 1. Pelelangan Umum Disesuaikan
Pekerjaan 2. Pelelangan Terbatas 2. Pelelangan Terbatas dengan PP29 thn
Konstruksi 3. Pemilihan Langsung 3. Pemilihan Langsung 2000
4. Penunjukan Langsung 4. Penunjukan Langsung
5. Pengadaan Langsung | N
32. | Pengadaan Jasa 1. Seleksi Umum 1. Seleksi
Konsultansi 2. Seleksi Terbatas a. Seleksi Umum
3. Seleksi Langsung b. Seleksi Sederhana
4. Penunjukan Langsung 2. Penunjukan Langsung
3. Pengadaan Langsung
4. Sayembara
33. | Pelelangan Tidak diatur * Untuk pengadaan Barang/Jasa
Sederhana Lainnya yang:
a. Tidak kompleks,
b. Bemilai s Rp. 200 jt.
* Pasca kualifikasi
* Pengumuman min 3 hari
34. | Seleksi Sederhana Tidak diatur * Pengadaan Jasa Konsultansi
yang:
a. Dbersifat sederhana;
b. bemilai s Rp. 200 jt.
* Pengumuman min 3 hari.
35. | Pengadaan Tidak diatur a. Utk peng. Barang/ Pek. Kons/
Langsu Jasa Lainnya
G * Untuk pengadaan < Rp.
100 jt

* [Keb. Operasional K/L/D/




* Teknologi sederhana

* Risiko kecil

* Penyedia orang
perseorangan dan/atau
badan usaha kecil

b. Utk peng. Jasa Konsultansi:
* Keb operasional K/L/D/I

=  Untuk pengadaan < Rp.

Penunjukan a. Keadaan tertentu a. Keadaan tertentu adalah:
Langsung adalah: 1) penanganan darurat

dan/atau
b) keamanan
masyarakat, dan/atau
¢) keselamatan/perlindu
ngan

masyarakat:

1) akibat adanya
bencana alam
dan/atau,
bencana non-
alam dan/atau
bencana sosial;
dan/atau

2) dalam rangka
pencegahan
bencana;
dan/atau

3) akibat kerusakan
infrastruktur yang

dapat
menghentikan
kegiatan
pelayanan publik.

* Perpres 54/2010 lebih memperkuat dan memperiuas aturan penunjukan langsung dengan lebih menjelaskan
faktor bencana yang memasukkan bencana non-alam dan bencana.




38. | Penunjukan

l

—

b. keadaan khusus
adalah:
dst.... hanya ada 5 jenis,

barang/jasa yang
bersifat rahasia

b. barang/pekerjaan khusus
adalah....dst (ditambahkan 4
jenis barang/pekerjaan):

1. pekerjaan pengadaan
mobil, sepeda motor
dan/atau

2. kendaraan bermotor
lainnya dengan harga
khusus untuk pemerintah
(Government Sales
Operation/ GS0);

3. sewa penginapan/ hotel;

atau
4. lanjutan sewa

. Mdmmmmpmmwmmmwumwm_mm
kategori barang/jasa yang bersifat rahasia. Juga perubahan yang cukup signifikan untuk pengadaan mobil, motor
dan kendaraan bermotor lainnya yang sudah dapat dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung

39. | Batasan Penunjukan | * Keadaan tertentu, antara | Tanpa batasan nilai untuk
Langsung lain: ‘ pengadaan dalam keadaan
:l’;?“" nilai s Rp 50 tertentu dan barang khusus
* Barang khusus
B. METODE PEMASUKAN DOKUMEN
40. | Satu sampul utk Untuk metode evaluasi [ Untuk pelaksanaan Seleksi
pengadaan Jasa Penunjukan Langsung Sederhana
Konsultansi . *  Untuk metode evaluasi pagu
anggaran dan biaya terendah
v —t—
41. ' Dua Sampul Dapat digunakan untuk Tidak dapat digunakan untuk
semua jenis pengadaan pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
42. | Dua Tahap * Dapat digunakan untuk * Tidak dapat digunakan utk
semua jenis pengadaan pengadaan Jasa Konsultansi
* Dapat digunakan utk * Tidak ada penyetaraan teknis
pengadaan dengan

. Peru diperhatikan mengenai mana yang boleh dan mana yang tidak boleh digunakan dalam proses pemasukan

dokumen

C. METODE EVALUASI

b

43. | Metode evaluasi
| biaya selama umur

Penggunaan me:de '
evaluasi tergantung
pertimbangan panitia

Hanya untuk pengadaan

Barang/Pekerjaan KonstruksiJasa

Lainnya yang bersifat kompleks.




ekonomis

Pada prinsipnya, Perpres 54/2010 menekankan metode evaluasi sistem gugur untuk pengadaan

barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
44. [ Metode evaluasi 1. Kualitas; Y
pengadaan Jasa 2. Kualitas teknis dan biaya;
Konsultansi 3. Pagu anggaran;
4. Biaya terendah;

1

SN

Kualitas;

Kualitas teknis dan biaya;
Pagu anggaran,

Biaya terendah.

Melode evaluasi penunjukan langsung dihilangkan karena merupakan metode pemilihan dan bukan metode

evaluasi

45.

' Penilaian Kualifikasi

Belum diatur secara jelas

Untuk pengadaan
Barang/Pek Konstruksi/Jasa
Lainnya menggunakan sistem
gugur

Untuk pengadaan Jasa
Konsultansi

sistem nilai

KONTRAK

Kontrak Tahun

Mengikat dana anggaran
untuk masa
lebih dari 1 (satu) tahun

anggaran

c.

penyelesaiannya melebihi 12
(dua belas) bulan;
penyelesaiannya melampaui
akhir tahun anggaran

walaupun penyelesaiannya
dibawah 12 (dua belas) bulan;

atau

merupakan belanja
operasional K/L/D/| atau
pelayanan kepada
masyarakat yang harus tetap
berlangsung pada
pergantian Tahun Anggaran

Perluasan pengertian

kontrak tahun jamak dilakukan dengan membagi menjadi 3 pengertian kontrak yang dapat
dilakukan secara tahun jamak dan tidak hanya berdasar tahun anggaran saja.

47.

Kontrak Payung
(framework
agreement)

Belum diatur !

a
b
e
d

. Maksimal 4 (empat) tahun;
. Utk kebutuhan yang berulang

Volume belum pasti;

. Waktu pembayaran sesuai

kesepakatan

Contoh: sewa
bandwith, cleaning

service

48,

49.

Sistem ini merupakan jenis kontrak baru yang diperkenalkan agar kebutuhan K/L/D/l yang melewati tahun
anggaran serta sifatnya berulang dan dibutuhkan pada awal tahun anggaran dapat terpenuhi.

| Bahwa co-financing dapat

T

Kontrak Pengadaan
Bersama.

| Kontrak Pengadaan

Terintegrasi

Sudah diatur tapi belum
banyak diimplementasikan

Belum diatur

dilaksanakan oleh beberapa PPK
. dengan sumber dana yg berbeda
. (APBN-APBN, APBD-APBD, atau

APBEN-APBD)

Merupakan pengadaan pekerjaan
konstruksi yang bersifat kompleks
dengan menggabungkan kegiatan

Pembagian beban
dan tanggung
jawab diatur dalam
kontrak.




perencanaan, pelaksanaan
dan/atau pengawasan

|
}

Dengan adanya kontrak pengadaan pekerjaan terintegrasi maka kesenjangan antara konsultan perencana

dengan pelaksana konstruksi dan/atau konsultan pengawas dapat teratasi

E. HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

50. | Harga Perkiraan

Sendini

* Diumumkan pada saat

aanwijzing
* Tidak menjadi batas atas
penawaran

* Diumumkan pada saat
pengumuman lelang;

* Menjadi batas atas
penawaran untuk
Barang/Pek.Kons/Jasa
Lainnya

HPS diumumkan pada pengumuman lelang menggantikan Pagu Anggaran dan Penawaran di atas HPS untuk

Pengadaan Barang/Pek.Konstruksi/Jasa Lainnya dinyatakan gugur

51.

Sumber data HPS

all : daftar biaya dari agen

* Daftar biaya dar agen tunggal

tunggal tidak dapat lagi digunakan
sebagai sumber data HPS
| * Norma indeks sebagai
sumber data HPS
F. JAMINAN PENGADAAN BARANG/JASA
52. | Persyaratan Belum diatur Jaminan harus dapat:
Jaminan a. Dicairkan sebesar nilai
Jaminan
b. Dicairkan dalam waktu 14
hari
c. Bersifat unconditional
* ULP /Pejabat Pengadaan harus memastikan dalam polis jaminan harus tercantum klausul sebagai berikut:
o Dicairkan sebesar nilai jaminan
o Dicairkan dalam waktu 14 hari
o Bersifat unconditional
ULP /Pejabat Pengadaan juga harus melakukan klarifikasi tentang kebenaran jaminan yang diberikan serta
ORI N - e
53. | Penerbit Jaminan Bank Umum atau Bank Umu'n Peruuhun
Perusahaan Asuransi Penjaminan, dan Perusahaan
| Asuransi
54, | Persyaratan Belum diatur Perusahaan Asuransi Umum yang
Jaminan (Penerbit mempunyail ijin
Asuransi) Depkeu/Bapepam -LK untuk
menjual produk jaminan
(suretyship).
55. | Besarnya Jaminan Untuk penawaran dibawah Untuk penawaran dibawah 80%
Pelaksanaan 80% HPS nilai jaminan HPS nilai jaminan pelaksanaan 5%
pelaksanaan 5% dikali 80% dan HPS
I HPS (4%)
I'r 56. | Pengembalian Setelah masa Setelah penyerahan jaminan
jaminan pemeliharaan selesai pemeliharaan




Jaminan sanggahan
banding

Belum diatur

2 perseribu (2%.) dari HPS,
maksimal Rp.50 juta

* Jaminan sanggah banding diterapkan agar penyedia barang/jasa yang melakukan sanggah benar-benar yakin
terhadap kebenaran sanggahan yang mereka laksanakan

G. GARANSI
| 58. | Sertifikat Garansi Belum diatur * Penyedia barang harus
menyerahkan sertifikat garansi
' Sertmas i diterbis
oleh produsen atau pihak yang
| 4™ ey
H. SANGGAHAN DAN SANGGAHAN BANDING
59. | Sanggah dan Sanggah diajukan ke PPK * Sanggah ke Panitia/ULP, dan
sanggah banding dan sanggah banding ke sanggah banding ke
PA/Kepala Daerah Menter/Kepala
e Lembaga/Kepala
. Daerah/Pimpinan Institusi (dgn
tembusan ke PPK, ULP, APIP
dan LKPP);
¢ Sanggahan banding
| | pengadaan;

* Proses sanggah banding saat ini melibatkan LKPP dengan memberikan tembusan sanggah banding ke LKPP
selain ke APIP. Dengan penghentian proses lelang pada saat terjadi sanggah banding, maka diharapkan K/L/D/1
dapat lebih memperhatikan jawaban dan proses sanggah

60. | Materi sanggah a.l. termasuk: | Materi sanggah:
* adanya unsur KKN * penyimpangan terhadap
antara peserta, ketentuan dan prosedur
* adanya unsur KKN pelelangan;
antara peserta dengan * rekayasa tertentu yg
Pejabat/ULP menghalangi terjadinya
persaingan sehat;
l * penyalahgunaan wewenang
oleh ULP/Pejabat berwenang
- lnye

l * Materi sanggah saat ini lebih focus kepada permasalahan prosedur pengadaan. Segala yang berupa KKN

menjadi materi aduan

I

61. rBeuranuangmuka
dalam kontrak tahun
| jamak

Belum diatur dengan jelas

Yang terendah antara :

a. 20% dari nilai kontrak tahun
pertama; atau

b. 15% dari total nilai kontrak

J. KEADAAN KAHAR

62. | Keadaan kahar
| | (force majeur)

“Gangguan industri lainnya™
sering ditafsirkan terlalu luas

“Gangguan industri lainnya” harus
dinyatakan melalui keputusan
bersama antara Menteri

pertimbangan dari
BPS, BPKP/




Keuangan dengan Menteri
Teknis terkait.

Inspektorat, dan
LKPP).

* Pengertian keadaan kahar, utamanya yang berkaitan dengan “gangguan industri” pada Keppres No. 80 Tahun
2003 ditafsirkan amat luas sehingga kerap menimbulkan konflik pada

hal-hal yang

keadaan kahar utamanya "gangguan industri
pemerintah dan tidak bolah hanya mengacu pada pengakuan sebuah industri atau penyedia.

pengadaan. Pada Perpres ini,

hammmummniobh

| 63. Penyesuaian harga

K. PENYESUAIAN HARGA

(Price Adjustment)

Belum diatur dengan tegas
kapan penyesuaian harga

dapat mulai dilaksanakan.

* Penyesuaian harga dapat
diberlakukan pada konrak
tahun jamak (multi years
contract) dengan kontrak
harga satuan berdasarkan
ketentuan yg tercantum
dengan tegas di dalam kontrak
awal;

Penghitungan penyesuaian
harga dimulai dari bulan ke-13
* Penyesuian harga satuan bagi
komponen impor
menggunakan indeks
penyesuaian dari negara asal
barang.

—

VIi. PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

64. | TingkatKandungan |
Dalam Negeri

(TKDN)

a. TKDN + BMP > 40 % -

c. TKDN + BMP -— mengacu
pada Daftar Inventarisasi
Barang/Jasa Produksi Dalam
Negeri — Kementrian
Perindustrian

|
|
|
|

* BMP adalah nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha
Kecil termasuk Koperasi Kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan
(OHSAS 18000/1SO 14000), memberdayakan lingkungan (community development), serta memberikan fasilitas

pelayanan purna jual.

+ Nilai maksimal BMP adalah 15%
* TKDN dapat membatalkan lelang apabila barang/jasa yang diadakan memiliki kandungan TKDN+BMP > 40%
namun yang memasukkan barang/jasa dengan nilai di bawah 40% tersebut kurang dari 3 peserta

I
|
|
|

65. | Preferensi Harga

Belum diatur secara legas

a. Untuk Barang/Jasa dalam
negeri (dibiayai rupiah mumi )
--- bernilai diatas Rp 5 M.

b. TKDN >25% --- mendapat
preferensi harga

c. Barang produksi dalam negeri
yang daftarnya dikeluarkan
oleh Kementerian

Ponndustnan

| 66. Pongada:nt;unng

impor

|

Persyaratan barang impor

belum diatur dengan jelas

Barang impor harus mornpunyu
sertifikat keaslian dan surat

dukungan pabrik/prinsipal




+ Surat dukungan yang dikeluarkan untuk barang impor tidak boleh berasal dari distributor melainkan dari
pabrik/prinsipal

VIl. PERAN SERTA USAHA KECIL

67. | Nilai paket pekerjaan | Sampai dengan nilai Rp.1M
utk usaha kecl

Sampai dengan nilai Rp.2.5 M

|
- VIIl. KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING

r

| 68. | Batas nilai untuk Perusahaan asing dapatikut | Perusahaan asing dapat ikut serta: | memberi
keikutsertaan serta : a. Untuk pekerjaan konstruksi di kesempatan lebih
perusahaan asing a. Untuk pekerjaan atas Rp 100M; luas kepada
konstruksi di atas Rp b. Untuk barang/jasa lainnya di pengusaha/
50M; atas Rp 20M: kontraktor
b. Untuk barang/jasa c. Untuk jasa konsultansi di atas :
. Rp 10M. nasional.
lainnya di atas Rp 10M;
¢. Untuk jasa konsultansi di
atas Rp 5 M.
IX. KONSEP RAMAH LINGKUNGAN
69. | Konsep ramah Tidak tercantum a. Pengadaan yang ramah Bersifat introduksi
lingkungan lingkungan adalah suatu
procurement) barang/jasa KLDI sehingga
keseluruhan tahapan proses
pengadaan memberikan
manfaat tidak hanya untuk
KLDI tapi juga untuk
masyarakat dan
perekonomian dengan
meminimalkan dampak
kerusakan lingkungan
b. Konsep pengadaan yang
ramah lingkungan dapat
diterjemahkan dalam
dokumen Pemilihan berupa
| persyaratan y6ang mengarah
sumber
| daya alam secara arif dan
mendukung pelestarian fungsi
| lingkungan hidup.
X. PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
| 70. | E-Procurement E-Proc belum diwajibkan E-Proc dimulai 2012 untuk Dapat dimulai
sebagian paket pekerjaan pada tahun 2011
71. | LPSE Belum diatur Kepala Daerah wajib membentuk
LPSE
72. | Sistem e- Belum diatur dikembangkan oleh LKPP
[




74. | e-purchasing

Belum diatur

katalog elektronik
diselenggarakan oleh LKPP

menggunakan kontrak payung
efisiensi biaya dan waktu

L

X1. PENGADAAN KHUSUS & PENGECUALIAN

S e
75. | Pengadaan khusus
untuk TNI dan Polri
. serta pengadaan di
Luar Negeri

Belum diatur

industri DN;
3. Jika pengadaan dari LN maka

Perpres).

5. Tatacara pengadaan di Luar
Negeri untuk kebutuhan
perwakilan RI di LN dapat
diatur lebih lanjut oleh Menteri
Luar Negeri**

*Pengadaan dari
sumber LN harus

dengan industri
dan lembaga riset

“*menyesuaikan
diri dengan praktik
pengadaan yg
sehat di negara
terkait.

XIl. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

| 76. | Sertifikat Ahi

Sertifikat Ahli Pengadaan

Sertifikat Keahlian pengadaan

. Pengadaan adalah bukti memiliki Barang/Jasa Pemerintah adalah
| | keahlian dalam Pengadaan bukti memiliki kompetensi dan
Barang/Jasa Kemampuan profesi di bidang
:u | Pengadaan Barang/Jasa
| 77. | Unit Layanan Bentuk ULP belum diatur ULP harus dibentuk paling lambat
Pengadaan (ULP) pada TA 2014
XIll. DAFTAR HITAM
| 78. | Daftar Hitam Tata cara belum diatur «  Dafar Hitam Nasional dalam

Website pengadaan nasional
* Akan diatur dalam Peraturan
Kepala LKPP




No

Uraian Kegiatan

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Pagu

Dana

Realisasi

Keuangan

Pagu

Dana

Realisasi

Keuangan

Pagu

Dana

Realisasi

Keuangan

2

3

4

5

6

7

8

Kegiatan
Pembangunan
Sarana
Prasarana Air
Bersih

Alokasi
Anggaran Rp.
70.000.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
PRAMBANAN
DWIPAKA
Nama PPK:
ASWANDINI EKA
TIRTA,ST,MT

17.582.593.000

17.577.716.000

24.550.000.000

24.550.000.000

20.000.000.000

8.222.330.100

Pengawasan
Pembangunan
Sarana
Prasarana Air
bersih

Alokasi
Anggaran Rp.
450.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
CATUR KARSA
GEMILANG

Nama PPK:

450.000.000

450.000.000

409.500.000

Kegiatan
Pembangunan
Stadion Utama
Alokasi
Anggaran Rp.
80.000.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
BANGUN CIPTA
CONTRACTOR
Nama PPK :
JARNOKO, ST

Kegiatan
Pembangunan
Masjid Agung
Sangatta
Alokasi
Anggaran Rp.
108.248.800.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
TOTAL BANGUN
PERSADA

Nama PPK: Ir.
RORY TAUFANI,
MT

35.060.000.000

35.059.938.200

12.710.000.000

12.710.000.000

Kegiatan

39.250.000.000

39.250.000.000

34.750.000.000

34.750.000.000




Pembangunan
Masjid Agung
Sangatta Tahap
1l

Alokasi
Anggaran Rp.
39.250.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
TOTAL BANGUN
PERSADA

Nama PPK :
NOVIAN
PRANANTA, ST

Kegiatan
Pembangunan
Gelanggang
Olah Raga
(GOR)

Alokasi
Anggaran Rp.
59.162.880.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
DUTA GRAHA
INDAH

Nama PPK:
JARNOKO, ST

27.349.446.950

27.292.705.900

Kegiatan
Pembangunan
Jembatan
Kelinjau
Alokasi
Anggaran Rp.
14.644.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
WIJAYA KARYA

Nama PPK:

17.202.576.000

16.428.141.057

7.900.974.751

6.628.102.345

Pengawasan
Pembangunan
Jembatan
Kelinjau
Alokasi
Anggaran Rp.
555.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK:

215.424.000

215.424.000

100.000.000

99.900.000

Kegiatan
Peningkatan
Jalan A. W.
Syahranie
Alokasi
Anggaran Rp.

18.089.624.000




25.568.753.200
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
BUDI INDAH
MULIA MANDIRI

Nama PPK:

10

Pengawasan
Peningkatan JI.
Aw. Syahranie
Alokasi
Anggaran Rp.
148.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : CV.
ADEF
ENGINEERING

Nama PPK:

12.718.000

12.718.000

250.000.000

223.154.000

11

Kegiatan
Peningkatan JI.
Rantau Pulung -
Ma. Bengkal
(Sei Benu
Muda)

Alokasi
Anggaran Rp.
28.955.082.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
CITRA GADING
ASRITAMA

Nama PPK :

22.948.118.000

22.948.118.000

26.054.707.100

25.573.350.200

12

Pengawasan
Peningkatan JI.
Rantau Pulung -
Ma. Bengkal
(Sei Benu
Muda)

Alokasi
Anggaran Rp.
534.145.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK:

225.214.000

93.032.000

93.032.000

13

Kegiatan
Pembangunan
Pasar Induk
sangatta
Alokasi
Anggaran Rp.
36.000.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.

6.896.202.800

6.262.724.000

8.346.288.000

8.340.264.500




GLOBAL DAYA
MANUNGGAL
Nama PPK : A.
IIF MAKRUF, ST,
MT

14

Pengawasan
Pembangunan
Pasar Induk
Sangatta
Alokasi
Anggaran Rp.
149.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
BINA
ARSITEKTUR
KONSULTAN
Nama PPK: IIF
MAKRUF, ST, MT

149.000.000

148.856.000

15

Kegiatan
Pembangunan
Gedung Hall
Christian Center
Alokasi
Anggaran Rp.
14.680.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
PAGAR SIRING
Nama PPK :
RUDY
RAMADHAN, ST

5.100.000.000

4.302.053.750

6.434.845.960

6.434.845.960

16

Pengawasan
Pembangunan
Gedung Hall
Christian Center
Alokasi
Anggaran Rp.
283.900.000
nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
TEKNIKA CIPTA
CONSULTANT

Nama PPK :

150.000.000

149.999.969

283.900.000

227.743.400

17

Kegiatan
Pembangunan
Jembatan
Sangkulirang
Alokasi
Anggaran Rp.
16.990.815.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
ADHI KARYA

Nama PPK :

20.740.664.000

20.740.500.000

9.560.000.000

9.559.800.000




18

Pengawasan
Pembangunan
Jembatan
Sangkulirang
Alokasi
Anggaran Rp.
413.525.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

259.336.000

221.581.250

19

Kegiatan
Pembangunan
Jembatan
Muara Wahau
Alokasi
Anggaran Rp.
14.920.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
BERINGIN

Nama PPK :

12.621.061.772

12.814.886.128

12.814.886.200

20

Pengawasan
Pembangunan
Jembatan
Muara Wahau
Alokasi
Anggaran Rp.
359.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

359.000.000

166.899.200

209.000.000

207.632.800

21

Kegiatan
Pembangunan
Jembatan Sei
Susuk Dalam,
Sandaran & Sei
Rimba Hijau
Alokasi
Anggaran Rp.
10.860.030.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT
WIRADHARMA
MULIAJASA

Nama PPK :

6.392.290.000

4.969.708.754

1.802.107.700

1.802.107.600

22

Pengawasan
Pembangunan
Jembatan Sei
Susuk Dalam,
Sandaran & Sei
Rimba Hijau
Alokasi
Anggaran Rp.

235.980.000

235.980.000

50.000.000

42.061.000




283.100.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :
Nama PPK :

23

Kegiatan
Peningkatan
Jalan Sangatta -
Rantau Pulung
Alokasi
Anggaran Rp.
22.888.325.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
SUMBER MITRA
JAYA

Nama PPK :

22.888.525.000

4.239.139.400

24

Pengawasan
Peningkatan JI.
Sangatta -
Rantau Pulung
Alokasi
Anggaran Rp.
265.830.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK:

277.795.000

66.671.000

25

Kegiatan
Peningkatan JI.
SP.4 Margo
Mulyo Ke
Sp.lLIV,V
Pantun

Alokasi
Anggaran Rp.
10.677.584.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
WINTRASI
TAMADO KREASI

Nama PPK:

7.441.000.000

6.874.218.761

3.803.365.239

2.978.589.000

26

Pengawasan
Pembangunan
JILSPIILIV,V -
Pantun
Alokasi
Anggaran Rp.
160.845.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
BORNEO
SENTRA TEKNIK

Nama PPK :

278.866.500

115.687.000

165.000.000

117.501.000




27

Kegiatan
Pembangunan
Katolik Center
Alokasi
Anggaran Rp.
14.220.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
NEOCELINDO
INTIBETON
Nama PPK:
RUDY
RAMADHAN, ST

3.600.000.000

2.455.197.800

9.014.850.000

8.652.362.597

28

Pengawasan
Pembangunan
Katolik Center
Alokasi
Anggaran Rp.
207.180.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
STRUKTUR
CONSULTANT

Nama PPK :

110.000.000

110.000.000

207.180.000

206.780.000

29

Kegiatan
Pembangunan
Graha Kutim
Expo Center
Alokasi
Anggaran
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
SANGKURIANG

Nama PPK :

258.856.200

414.738.800

30

Kegiatan
Pembangunan
Graha Kutim
Expo Center
Alokasi
Anggaran
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
DUTA GRAHA
INDAH

Nama PPK:

11.575.505.800

19.276.599.843

27.000.000.000

26.986.717.500

31

Kegiatan
Pembangunan
JI. Diponegoro
tembus JI.
Dayung

Alokasi
Anggaran Rp.
16.574.550.000
Nama
Kontraktor




Pelaksana :
Nama PPK :

32

Pengawasan
Pembangunan
JI. Diponegoro
tembus JI.
Dayung
Alokasi
Anggaran Rp.
207.450.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

33

Kegiatan
Peningkatan
Jalan Ery
Suparjan -
Kenyamukan
Alokasi
Anggaran Rp.
5.723.050.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

4.101.705.000

3.280.295.000

1.094.034.000

6.677.842.500

34

Pengawasan
Peningkatan. JI.
Ery Suparjan -
Kenyamukan
Alokasi
anggaran Rp.
207.040.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

265.000.000

63.011.000

252.044.000

35

Pengawasan
Peningkatan. JI.
Sangatta -
Rantau Pulung -
Karya Etam -
Rawa Gambus
Alokasi
Anggaran Rp.
128.513.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK:

36

Kegiatan
Pembangunan
Kanal & Folder
Soekarno-Hatta
ke Sungai
Kenyamukan

20.019.894.000

14.425.000.000

9.329.040.000

19.112.600.000

13.481.529.000




Alokasi
Anggaran Rp.
14.425.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
HUTAMA KARYA

Nama PPK :

37

Pengawasan
Pembangunan
Kanal & Folder
Soekarno-Hatta
ke Sungai
Kenyamukan
Alokasi
Anggaran Rp.
430.000.000
nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

550.000.000

430.000.000

711.452.000

302.764.000

38

Kegiatan
Peningkatan JI.
Simpang Batu
Redi - Batu Redi
Telen

Alokasi
Anggaran Rp.
13.900.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK:

12.850.000.000

12.849.999.450

32.511.709.100

7.180.697.250

39

Pengawasan
Peningkatan JI.
Simpang Batu
redi - Batu Redi
Telen

Alokasi
Anggaran Rp.
500.000.000
Nama
Kontraktor
pelaksana :

Nama PPK :

350.000.000

225.380.000

274.620.000

149.444.000

40

Kegiatan
Peningkatan JI.
Ring Road
Alokasi
Anggaran Rp.
4.325.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :

Nama PPK :

41

Kegiatan
Pembangunan
Tempat

10.000.000.000

2.000.000.000




Pembuangan
Akhir

Alokasi
Anggaran Rp.
12.650.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana :
Nama PPK:
AHMAD IIF
MAKRUF, ST, MT

42

Kegiatan
Peningkatan JI.
Rantau Pulung -
Ma. Bengkal
Ruas Sei Benu
Muda - Beno
Harapan
Alokasi
Anggaran Rp.
39.350.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
CITRA GADING
ASRITAMA

Nama PPK:

39.350.000.000

34.090.152.750

52.349.945.000

27.208.207.500

43

Pengawasan
Peningkatan JI.
Rantau Pulung -
Ma. Bengkal
Ruas Sei Benu
Muda - Beno
Harapan
Alokasi
Anggaran Rp.
417.312.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
HANATA

Nama PPK:

417.312.000

175.818.500

241.493.500

241.493.500

44

Kegiatan
Peningkatan JI.
Ruas Beno
Harapan -
Simpang Libas
Alokasi
Anggaran Rp.
13.896.608.600
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
CONBLOC JO
PT. WASKITA

Nama PPK :

13.896.608.600

13.896.607.900

31.380.000.000

17.465.646.750

45

Pengawasan
Peningkatan JI.
Ruas Beno

500.000.000

423.142.500

295.828.500




Harapan -
Simpang Libas
Alokasi
Anggaran Rp.
500.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
HANATA

Nama PPK:

46

Kegiatan
Pembangunan
Jembatan
Sangkulirang
Bagian Atas
Tahap Il
Alokasi
Anggaran Rp.
32.980.096.400
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
ADHI KARYA
(Persero)

Nama PPK:

32.980.096.400

32.980.096.400

49.775.183.600

31.289.759.550

47

Pengawasan
Pembangunan
Jembatan
Sangkulirang
Bagian Atas
Tahap Il
Alokasi
Anggaran Rp.
350.000.000
Nama
Kontraktor
Pelaksana : PT.
BORNEO
SENTRA TEKNIK
CONSULTANT

Nama PPK:

350.000.000

168.745.720

152.465.280

JUMLAH

237.861.758.250

195.125.759.813

283.293.448.878

298.385.192.965

286.021.997.480

169.574.417.650

Uraian K egiatan, Pagu dana dan Realisasi dana Tahun 2009, 2010 dan 2011

Sumber: Data diolah, tahun 2011




